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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menata
kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Peraturan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan
kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika
organisasi yang berkembang, sehingga perlu diubah;
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah
mendapatkan  persetujuan  tertulis dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui surat nomor B/593/M.KT.01/2023 tanggal 29
Mei 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
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Mengingat

Menetapkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 35);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1422);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor
1422), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern
terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah
dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang
bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan
umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan
kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas
penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas
pengeluaran  keuangan = negara/daerah serta
pembangunan nasional dan/atau subsidi termasuk
badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya
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terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan
lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan
negara/daerah;

pengawasan intern terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
pemberian konsultasi terkait dengan manajemen
risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap
instansi/badan usaha/badan lainnya dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis;
pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan
program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat
kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian
harga, audit klaim, audit investigatif terhadap
kasus-kasus penyimpangan yang  berindikasi
merugikan keuangan negara/daerah, audit
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah,
pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan
korupsi,

pengoordinasian dan  sinergi penyelenggaraan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional
bersama-sama dengan aparat pengawasan intern
pemerintah lainnya;

pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan
laporan kinerja pemerintah pusat;

pelaksanaan  sosialisasi, pembimbingan, dan
konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian
intern kepada instansi pemerintah  pusat,
pemerintah daerah, dan badan-badan yang di
dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau
kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah;

pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan
penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

pembinaan kapabilitas pengawasan intern
pemerintah;

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh wunsur organisasi di lingkungan
BPKP;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
BPKP; dan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan BPKP.

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4
BPKP terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
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c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah = Bidang  Perekonomian dan
Kemaritiman;

d. Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah;
Deputi Bidang Akuntan Negara;
Deputi Bidang Investigasi;
Inspektorat;
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan;
Pusat Informasi Pengawasan;
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
dan
m. Perwakilan BPKP.
(2) Bagan susunan organisasi BPKP tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

®

= R

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan
fungsi:
a. koordinasi kegiatan BPKP;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran BPKP;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang  meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
BPKP;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana,;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f.  pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 125A

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i,
huruf j, huruf k, dan huruf | dibentuk sebagai unsur
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan
secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris
Utama.
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(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Pusat.

Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB XII
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGAWASAN

Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 131
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pemberian rekomendasi
strategi kebijakan di bidang pengawasan intern.

Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 131, Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
analisis dan pemberian rekomendasi strategi
kebijakan di bidang pengawasan intern;

b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi
strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;

c. koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan hasil
pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi
strategi kebijakan di bidang pengawasan intern;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
analisis dan pemberian rekomendasi strategi
kebijakan di bidang pengawasan intern;

e. pengembangan manajemen pengetahuan dan
pembaruan produk pengawasan intern; dan

f.  pelayanan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, umum, dan pengelolaan
barang milik negara di Pusat Strategi Kebijakan
Pengawasan.

Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 133
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 134
Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan
kesekretariatan, persuratan, penggandaan, kearsipan,
perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan
dan  pengelolaan  barang milik negara, serta
mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan kinerja di
Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan.

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 134, Bagian Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pengelolaan urusan kesekretariatan, persuratan,
penggandaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah
tangga,;

b. pengelolaan urusan kepegawaian;

c. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan
barang milik negara;

d. pengoordinasian penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan reformasi
birokrasi di Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan ;
dan

e. pengoordinasian perencanaan dan pelaporan
rencana kerja Pusat Strategi Kebijakan
Pengawasan.

Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 136, Pusat Informasi Pengawasan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program  pengelolaan data dan  informasi
pengawasan;

b. pengumpulan, penyimpanan, perlindungan dan

pemrosesan data dan informasi pengawasan;

penyajian data dan informasi pengawasan;
pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;

e. pengelolaan operasional dan keamanan teknologi
informasi;

f. pemeliharaan dan pemantauan penggunaan
infrastruktur teknologi informasi;

g. pembinaan pengelolaan sistem informasi berbasis
elektronik;

h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan
data dan informasi pengawasan; dan

i. pelayanan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, umum, dan pengelolaan
barang milik negara di Pusat Informasi
Pengawasan.

P o



12.

13.

14.

15.

16.

2023, No. 450

Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 140
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, yang
selanjutnya disebut Pusbin JFA mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan jabatan fungsional auditor.

Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
pembinaan jabatan fungsional auditor;

b. penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional
auditor;

C fasilitasi pembinaan jabatan fungsional auditor;

d. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional
auditor;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan
jabatan fungsional auditor; dan

f.  pelayanan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, umum dan pengelolaan
barang milik negara di Pusbin JFA.

Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 152

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan tugas dan fungsi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
dan penugasan kelompok jabatan fungsional
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara
Republik Tahun 2021 Nomor 1422), diubah sehingga
menjadi tercantum Lampiran 1 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ketentuan mengenai bagan  struktur organisasi
Perwakilan @ Badan  Pengawasan  Keuangan  dan
Pembangunan yang tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
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Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (Berita Negara Republik Tahun 2021
Nomor 1422), diubah sehingga menjadi tercantum
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pusat
Penelitian dan Pengembangan Pengawasan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilantiknya pejabat baru di lingkungan Pusat Strategi
Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.

2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023
KEPALA  BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA



2023, No. 450

HOLETAY

NYNNONYHWHd NV NYONYNHY NYSYMVYVDONHd NYAYd

ISYSINVOHO dMNIMNHLS NYOVH

NYNNDNVHWHd NVA NYONYIHEM NYVEVMYDNTd

NYOVH VIiAId VIVL NYJd

ISVSINVOHO DNV.LNHL

IZ0E8 NAHVL 6 MONON NYNNDNVHINAd NVO NYDNYIEX
NVEVMVONEd NVOVEd NVENLVIIEd SVIY NYHVHNNId
DNV.LNHL
£Z0T NNHVL £ HMOWON

NYO MKNVYONVOHEHM NYSVMYDNIH

VISHNOANI MITdNd 3 NYNNONYHWEL
NVOYd NYANLVHEd

I NVHIdINYT

[RRTE— BV EN MY DN RV EV MY DN
A ST VT Y A TWHOIEDH N HYLVEVE Lol s HVHVITEE N NV HLLY TR N0 LVH LR S
VRSN of LY BTl I ALVHLE LY S WYMICICINED LYE
BV AV SN
WV VISV BV INLL VAN
HYHAY NV RV AN HVH NNV HVIT B IR O O
ISV L EAAN VHY DN NYLNOAY B VHY DO NATIAN A WYHYYEN WANANH RV VIYL IVRIYLTANES
DRVILIE L= DNVEIE LA BV EVMY D8 AL D8 IE HYLN HEME o B Y LEND
D007 CILEL LA HYLNMEMED LB WYEY VDN
NYEVIY DN DHVIIE WLd=0
DEVOIE L0
YIvddaH

www.peraturan.go.id



| N W) [N D R |

rucesiing
ey o usog oy

www.peraturan.go.id

-10-

2023, No. 450

RV VHOND TS XVQ
VDONVL HVINNY XVIOvE

YHVEN VLV
KV TONOLOM NVIOVH

VSV /ONYAIVE : VIOTEN VAVL NVQ
b Al R OB AR YV gauris o TEVARNVOM). VIRRN
NVO RAKA ONE o e NAWAPYNYI CN1E
VINVLN
LYRIVLAANES




2023, No. 450

-11-

rucndm, g
e ey

N YVADNE T 3d
NYIDVHENS

VOO YL HYINY
NYIOVHENS

Wl WH DT A
NV VDONYL
HYIOE NVIDVE

B DL W DI 1L il 3T
YHYEN YAIVL KTDYHE NS

WUV DAN

L Y DI LA il T | -

YHYEN YAIVL KTDYHE NS

HWHE I
WO NN WY EYD D TN
KW YD RO ORI L el T
YHYEM ¥1V1 KFIDVEENS

BV Bl
VHYEN YLYL NVIDVIE NS

——

YHYSN ¥LYL
NV TOHOWLORd NYTDYWE

VeV DNVEYE
NYVAYONAd
NV WNIWN ox1g

www.peraturan.go.id



-12-

2023, No. 450

e eing
g Sl ey

W T Y
WA MR T B LS AT
WWYE YA DR
FEWENONY O RO L AU

B T DL N
KT R TR DT
AR A A RO DRI
RO O A LY UL AT

00 BT ET L
Wl DR A YL
ML N LS L DI
W W L'’ S T

WY TY YWD HEHANS
K IO AN Y IO DR
WS 'l 5 W I
WS A O N LY AL T

BN NN
BT I W NI
BV Y DR LA DU AR

B L R WINE
MW MY O ONTHTD DN O LN AN
eV LB NI NV EVMY DN DHWOE [LAd30

www.peraturan.go.id



2023, No. 450

-13-

prucedieng
e e o ey

B O IS WO
Wl EDOTON AL
WATUHY LN B AT
W'D A O SR
RS ALY DN R 1Y SO T

KW LRI B K
WEE MR A Y] SEHN NS
W' DNy BN 3 0W5d DI

RSy ' DR Lyl N

WY DRI W R TN
W TYERDE O WO
B Y RO L AU TR

PN WY X DR
KW NELIOG O W
B L O O LY AU T

BRY W
BT WY WY LA DR
B Y D R LU AR

BWW LW NEEN
BV YOI BV DN O YN YINYEN
PUNNAH ML IO DA O E HY LN AN J
IENVLEN NVEV.MVD NS DECWIIE LUNJ50

www.peraturan.go.id



-14-

2023, No. 450

N I |

ucrung
uwiepey ped usogay

Hydava
HVININE NS V103N
VLVLXVEVMYONEd
LVHOLNIN IO

Y=Ia
NIV NGRS W VIO TAX
VAVL RVG NV NDORY
KYONWIEE SY LV ey
KYSYAYORES 1V 0L R

HYERYO NV DD NV RS
TYHOLXES SYANT
WYROONE SYUNHVINANY
NYSYAYONED 1VROL XNa

H¥NaIva
NVORYNIN SVUTIHVIN MY
NYEYMYONSd LVHOLNIN IO

_

HYHava

NVONVOAN NVWHVOONTIHAN A
NVSVMVDNEd DNVAI] LLAd3a

www.peraturan.go.id



2023, No. 450

-15-

pece eRien
e e el oga

I 11 1 1 1
AT N W W KV DNV WLHE WL A TV WD . i Ly SO OV DAY DV T
VEIVEC] MVTIVT I VENT VBV NV [DMANT YHYEN T I YV T WY O AN VIVELRBI "2 LIALL O KD LA LY Han
A a3 A T OV TVEL KW EY W Do WEYT YHYEN KYIYE WHVET KHIVE SINSTIOHON WHYSI KYOVE
i ey LYH LA OVEY MY O 1YL O MO 1L AT SR DR 1 L NN

VA VOAN NVLNITAY DNYOIE LLNIA0

www.peraturan.go.id



-16-

2023, No. 450

[T —C—

Py Uy

A TSV OLLEH AN
LVHOLHEY I

[ IEYDLLEEANI
LVHCIH A I

I 15V OLLEH AN
LAVHOLHEHIC

L ISVOLLEA AN
LAVH CRHHH I

ISYDILSAAN] ONYAIE LLN430

www.peraturan.go.id



2023, No. 450

~17-

L 11 [T 1

peucedicng
v g ¥ duoEy

WAKWN N OvE

HYSVMYDN I
HNVHLLYTHd W
HVYHIIONA L¥Snd

www.peraturan.go.id



-18-

2023, No. 450

prucaun 4
g 30 duscay

L 11 1 [ 1

WAKWN NYIDvE

NYEVMYVDN I
NVHYTIEHIN
[FALVELE LvSnd

www.peraturan.go.id



2023, No. 450

-19-

L 11 [T 1

prucsdung
v g ¥ duoEy

WOKWO NVIDVEEN S

NVEVM VDN A
ISVIWH O N LY S0

www.peraturan.go.id



-20-

2023, No. 450

peucedieng
v ger wduopy

WKW MVIDYVEBENS

HOLLICIN W
TVHOISTN N N LYEY T
WYY NIAW A L YENd

www.peraturan.go.id



2023, No. 450

21-

HALV ANSNA AVINWVHNNW
P
‘VISANOANI Mg nNd =

NVNNONVEWNId NVA NVONVNEN
NVSVMVONHEd NVAVd VIVdEA

oo s 4
uwioge o o usog oy

WARO NVIOVHENS

LVHOLNAJSNI

www.peraturan.go.id



-22-

2023, No. 450

HALVY 4NSNA AVIWNIWVHNNW
P
‘VISENOANI Mg Nd 3

NVNNONVEHNHd NVA NVONVNEN
NVSVMVONHd NVAVE VIVdEI

prucediung
uepe ey yodiuo py

WO NVIOVE

NVNNONVENH NVA NVONVNEN NVSVMVONId NVAVE NVIDIVAAEd
ISVSINVODAO ANIANJLS NVOVE

NVNNONVEWHd NVA NVONVNEN NVSVMVONId

NVAVE VI VILV.L NVA ISVSINVDJO DNVINIL 120T
NNHVL 6 dOWON NVNNONVEWHAd NVA NVONVNEM
NVSVMVONEd NVAVE NVINLVIEAd SV.LV NVHVdMIdd
ONV.LNAL

€T0T NNHVL € dOWON

VISENOANI AI'TdNddd NVNNONVEWNEd

NVA NVONVNEN NVSVMVONAd NVAVE NVANLVIH
I NVAIdINYT

NVTIINV M Ad
VIvdaN

www.peraturan.go.id



